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RINGKASAN 

 

Mekanisme Validasi dan Penetapan Pajak Hotel Pada Badan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Banyuwangi; Alya Salsabila, 140903101005; 2017: 47 

halaman; Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.   

 

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan pada Badan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Banyuwangi dimulai dari tanggal 20 Februari sampai dengan 

20 Maret 2017. Tujuan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata untuk pembuatan Tugas 

Akhir Penulis yaitu Laporan Praktek Kerja Nyata yang bertujuan untuk 

mengetahui mekanisme validasi dan penetapan Pajak Hotel pada Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi. 

Penulis mengamati Mekanisme Validasi dan Penetapan pada Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi menggunakan metode pengumpulan 

data seperti observasi, wawancara dan studi pustaka yang terkait dengan judul 

penulis. Kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini mempelajari tentang pajak 

daerah khususnya Pajak Hotel yang meliputi validasi dan penetapan serta 

membantu tugas administrasi dan pembukuan yang ada di kantor Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi. Besarnya tarif yang digunakan 

dalam menentukan besarnya pajak yang terhutang ditetapkan sesuai dengan 

Peraturan Daerah (PERDA) sedangkan tarif untuk pajak hotel ditetapkan 

berdasarkan Salinan Keputusan Bupati.  

Validasi dilakukan setelah pendataan yang sudah dilakukan oleh Wajib 

Pajak Hotel pada dinas terkait. Penetapan pajak hotel dilakukan setelah dihitung 

besarnya pajak yang terhutang melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) 

yang telah ditandatangani oleh kepala bagian penetapan dan selanjutnya 

melakukan pembayaran ke Bank Jatim setelah bayar akan mendapatkan stempel 

tanda lunas dan dilakukannnya penghapusan hutang pajak pada sistem. 

Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor 413/UN25.1.2/SP/2017, 

Diploma III Perpajakan Jurusan Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik, Universitas Jember. 
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BAB 1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem pajak, yang 

mana memiliki pengaruh besar terhadap kas negara. Berdasarkan Undang-Undang 

Republik Indonesia No.28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, 

pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau 

badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara 

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemerintah menggunakan pajak 

sebagai alat dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang 

bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat guna membiayai 

pengeluaran rutin serta pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat. Pajak 

juga digunakan dalam pembiayaan operasional negara seperti pembayaran utang 

negara dan pembangunan fasilitas umum yang digunakan oleh rakyat. Jenis 

pungutan Indonesia terdiri dari pajak negara (pajak pusat), pajak daerah, bea dan 

cukai, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).  

 Salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Anggaran Pendapatan 

Belanja Daerah (APBD) adalah pajak daerah. Menurut Undang-Undang Republik 

Indonesia No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak 

daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah 

yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 

digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Adapun jenis pajak daerah yang diatur berdasarkan Undang-Undang No.28 tahun 

2009, jenis pajak daerah yang pertama yaitu jenis Pajak Provinsi yang terdiri dari 

Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan 

Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. Lalu untuk 

jenis pajak daerah yang kedua yaitu jenis Pajak Kabupaten/Kota yang terdiri dari 

Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan 
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Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, 

Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, 

dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 

Sistem pemungutan yang diadopsi masing-masing pajak daerah berbeda-

beda. Untuk jenis pajak kabupaten/kota yang menganut sistem pemungutan 

official assesment menurut Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No.2 Tahun 

2011 tentang Pajak Daerah hanya untuk pajak reklame dan pajak air bawah tanah, 

untuk pajak daerah yang tersisa menggunakan sistem pemungutan self assesment 

tidak terkecuali pajak hotel. Fiskus dalam hal ini aparat Pemerintah Daerah hanya 

menjalankan fungsi pembinaan, penelitian, pengawasan dan penerapan sanksi 

administrasi perpajakan serta penagihan pajak dilaksanakan sedini mungkin sejak 

timbulnya hutang pajak atau sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran atau 

penyetoran pajak. 

Pajak daerah sangat memberi potensi besar dalam menjalankan program-

program yang telah direncanakan oleh Pemerintah Daerah. Maka dari itu, 

diperlukan kesadaran dari wajib pajak dalam membayar pajak daerah untuk bisa 

menjalankan program-program dalam meningkatkan kemakmuran perekonomian 

daerah, karena apabila tidak membayar pajak akan mengakibatkan penerimaan 

kas tidak maksimal atau tidak sesuai dengan target penerimaan daerah dan 

menghambat jalannya program Pemerintah Daerah.  

Setiap jenis pajak daerah yang dikelola oleh Badan Pendapatan Kabupaten 

Banyuwangi memiliki potensi yang berbeda-beda. Pemerintah Kabupaten 

Banyuwangi  menetapkan target penerimaan masing-masing jenis Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) berbeda-beda yang menghasilkan jumlah PAD setiap 

tahunnya berubah-ubah menyesuaikan dengan kondisi yang ada di Kabupaten 

Banyuwangi. Target dan realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten 

Banyuwangi pada tahun 2015 dan 2016 dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut : 
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Tabel 1.1 Target dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi (tahun 2015 dan 2016) 

No PAD 

2015 2016 

Target 

(Rp) 

Realisasi 

Penerimaan 

(Rp) 

Target 

(Rp) 

Realisasi 

Penerimaan 

(Rp) 

1 Pajak daerah 96.636.997.546 116.355.525.753 125.304.997.546 120.827.802.564 

2 Retribusi daerah 26.970.369.735 31.303.398.937 32.395.873.742 34.591.082.032 

3 

Pengelolaan kekayaan 

daerah yang 

dipisahkan 

15.763.701.000 15.571.579.456 16.166.252.031 15.066.252.031 

4 
Lain-lain PAD yang 

sah 
163.864.683.705 183.481.828.276 179.393.865.373 197.454.797.766 

Total Keseluruhan 303.235.751.986 346.712.332.422 353.260.988.692 367.939.934.394 

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi, tahun 2017. 

  Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2016 PAD yang 

bersumber dari pajak daerah tidak mencapai target. Berbeda jauh dengan PAD 

yang bersumber dari pajak daerah pada tahun 2015 di Banyuwangi. Menurut 

Kepala Dinas Badan Pendapatan Daerah tahun 2015 Soedirman, di Website 

Resmi Kabupaten Banyuwangi, PAD tahun 2015 melampaui hingga 121 persen 

dari target yang ditetapkan. Capaian tersebut diperoleh dari seluruh obyek pajak 

yang ada di Banyuwangi. Hal ini dikarenakan kondisi di Banyuwangi pada tahun 

2015, saat itu banyak program-program pemerintah yang diadakan di Banyuwangi 

yang tidak hanya melibatkan masyarakat Banyuwangi tetapi juga masyarakat di 

luar kota Banyuwangi.  

 Menurut artikel di website kebudayaan.kemdikbud.go.id mengatakan 

bahwa sepanjang tahun 2015 Banyuwangi berhasil menggelar 38 program seni 

budaya yang spektakuler dan menjadi event yang luar biasa bagi masyarakat serta 

wisatawan mancanegara, antara lain Indonesia Fashion Week Batik Bayuwangi, 

Banyuwagi Art Week, Banyuwangi Ethno Carnival dan beberapa festival 

kesenian lainnya. Selain itu, di tahun 2015 Banyuwangi menjadi tuan rumah bagi 

beberapa kegiatan besar, seperti Pekan Olaharaga Provinsi Jawa Timur, MTQ 

Jatim dan HUT Satpol PP Jatim. Sehingga pada saat itu Kabupaten Bayuwangi 

menerima Anugerah Kebudayaan Kategori Pemerintah Daerah. Menurut Kepala 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banyuwangi dalam artikel di website 
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www.banyuwangikab.go.id, Yanuar Bramuda memaparkan bahwa di tahun 2015 

Banyuwagi makin dilirik untuk tempat rapat kerja sejumlah perusahaan swasta 

dan organisasi. Seperti Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Bank 

Jatim, Asosiasi Pengusaha Logistik dan Forwader Indonesia, Asosiasi 

Penyelenggara Umroh dan Haji dan masih banyak lagi. Hal inilah yang 

mendorong PAD yang bersumber dari pajak daerah tahun 2015 meningkat.  

 Salah satu pajak daerah yang sangat menonjol peningkatannya adalah 

pajak hotel, karena hal ini juga mendorong tumbuhnya industri perhotelan di 

Banyuwangi dengan menambah jumlah kamar yang telah mencapai 3000 unit 

untuk menunjang sektor pariwisata. Jumlah tersebut naik dari yang sebelumnya 

hanya berkisar 2.400 kamar. Saat ini juga sedang ada pembagunan hotel baru dari 

Grup Alila dan BUMD Pemprov Jatim. Hal ini otomatis mempengaruhi 

peningkatan pajak hotel, karena pajak hotel sendiri adalah dari pembayaran yang 

dibayarkan oleh penginap atau pengunjung hotel atas pelayanan yang disediakan 

oleh hotel, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya 

memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan 

hiburan (Undang-Undang No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah) 

 Namun sayangnya, pada tahun 2015 salah satu hotel di Kabupaten 

Banyuwangi terdapat temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan Pusat (BPKP) 

terkait dengan pajak hotel yang seharusnya dibayar oleh Wajib Pajak Hotel 

tersebut. Sebenarnya realisasi penerimaan pajak hotel tidak terlalu tinggi, bahkan 

sebelumnya tidak mencapai target, tetapi karena Badan Pemeriksa Keuangan 

melakukan pemeriksaan terhadap pajak yang seharusnya dibayar akhirnya para 

Wajib Pajak hotel mau tidak mau harus membayar pajak yang sebenarnya. Karena 

apabila tidak dipenuhi pembayaran pajak setelah terjadi temuan dari BPKP maka 

sertifikat hotel akan dicabut dan hotel tersebut tidak bisa beroperasi kembali. 

  Pada tahun 2016 BPKP belum melakukan pemeriksaan, menurut 

aturannya pemeriksaan dari BPKP untuk tahun 2016 dilakukan di bulan April 

tahun 2017 ini. Sebenarnya untuk Wajib Pajak hotel sendiri sekitar 75% dari 

100% sudah mulai aktif dalam melakukan kewajibannya sebagai Wajib Pajak, 
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akan tetapi kebanyakan dari mereka juga tidak membayar pajak dengan jumlah 

yang seharusnya bisa dikatakan dalam artian Wajib Pajak banyak yang melakukan 

manipulasi data. Cara para Wajib Pajak memanipulasi data adalah dengan 

melaporkan jumlah pengunjung yang menginap lebih sedikit daripada jumlah 

yang sesungguhnya. Hal tersebut bisa menyebabkan jumlah pajak yang dibayar 

lebih sedikit daripada jumlah pajak yang seharusnya dibayar. Hal ini juga 

menyulitkan bidang penetapan di Badan Pendapatan Daerah Banyuwangi, karena 

yang pertama kali didatangi BPKP adalah bidang tersebut. Karena bidang 

penetapan yang menetapkan besarnya pajak yang harus dibayar serta berhak 

dalam menetapkan target pajak dari sebuah hotel. Atas kejadian tersebut 

sebenarnya para pegawai dari bidang penetapan tersebut sudah melakukan 

tindakan dengan cara memantau hotel-hotel yang melakukan manipulasi data. 

Pemantau tersebut dilakukan untuk menghitung jumlah pengunjung sebenarnya 

yang  keluar masuk hotel tersebut. Pemantau dilakukan bergantian antara pegawai 

satu dengan yang lainnya, namun tetap saja tidak bisa menemukan bukti yang 

kuat untuk menetapkan hotel tersebut memanipulasi data. Karena dari pihak hotel 

mempunyai cara tersendiri untuk mengatasi pemantauan tersebut, sehingga bisa 

menghalangi pihak hotel untuk mendapatkan bukti yang kuat. Penjelasan diatas 

dapat dibuktikan dengan tabel berikut ini : 

Tabel 1.2 Target dan penerimaan pajak hotel, pajak reklame, pajak restoran dan pajak 

hiburan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi (Tahun 

2015 dan 2016) 

No Jenis Pajak 

2015 2016 

Target 

(Rp) 

Realisasi 

(Rp) 
(%) 

Target 

(Rp) 

Realisasi 

(Rp) 
(%) 

1. Pajak Hotel 1.840.000.000 3.367.954.736 183,04 5.500.000.000 4.980.913.655 90,56 

2. 
Pajak 

Restoran 
2.800.000.000 4.892.968.684 174,75 7.000.000.000 6.898.991.797 98,56 

3. 
Pajak 

Hiburan 
901.500.000 1.370.498.982 152,02 1.700.000.000 1.825.706.573 107,39 

4. 
Pajak 

Reklame 
2.176.500.000 2.166.191.462 99,53 2.500.000.000 1.750.219.358 70,01 

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi, tahun 2017. 
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 Dari tabel diatas dapat dijelaskan kembali bahwa realisasi penerimaan 

pajak hotel tahun 2015 jauh melebihi target. Pada tahun 2016 pajak hotel 

mengalami penurunan yang tidak terlalu jauh dari target namun sangat 

berpengaruh pada penerimaan pajak daerah secara keseluruhan. Untuk masalah 

target pajak hotel seluruh hotel di Banyuwangi yang menetapkan adalah Badan 

Pendapatan Daerah, karena Badan Pendapatan Daerah adalah yang mempunyai 

wewenang dalam memungut pajak daerah. Mulai dari pendataan, pembayaran 

sampai pada penagihan, namun pada tahun 2016 Badan Pendapatan Daerah hanya 

sebagai koordinator dari dinas terkait karena semua pajak dipindah ke dinas-dinas 

terkait seperti salah satunya pajak hotel dipindah ke dinas pariwisata. Pendataan 

tidak dilakukan lagi di Badan Pendapatan Daerah tetapi dilakukan di dinas terkait, 

Badan Pendapatan Daerah hanya memvalidasi dan menetapkan besarnya pajak 

yang harus dibayar.  Validasi sangat penting dilakukan karena validasi merupakan 

dasar dari penetapan. Sehingga akan terlihat apabila ada Waib Pajak Hotel yang 

melakukan manipulasi data seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Validasi 

memiliki arti memeriksa, mencocokkkan dan juga menghitung. Setelah dilakukan 

validasi barulah dilakukan penetapan, yaitu perubahan dari Surat Pemberitahuan 

Pajak Daerah (SPTPD) menjadi Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). 

 Oleh sebab itu diharapkan ada keseriusan pemerintah dalam melakukan 

pemvalidasian terhadap SPTPD yang sudah diisi oleh Waib Pajak Hotel, karena 

sistem yang dianut Pajak Hotel adalah Self Assessment. Serta ada tindakan yang 

benar-benar tegas dalam memberikan perlakuan jera kepada Waib Pajak atas 

perbuatan yang dilakukan. Hal tersebut harus dilakukan oleh Badan Pemerintah 

Daerah Kabupaten Banyuwangi sebelum adanya pemeriksaan dari BPK. Karena 

dasar BPK melakukan pemeriksaan adalah dari laporan tentang penerimaan pajak 

daerah khususnya pajak hotel yang ditarget oleh Badan Pendapatan Daerah. 

 Selama mengikuti Praktek Kerja Nyata, penulis tertarik mengambil tema 

pajak hotel karena penulis ingin mengetahui mekanisme validasi dan penetapan 

pajak hotel pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi. Berdasarkan 

uraian tersebut, maka penulis memilih judul “Mekanisme Validasi dan 
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Penetapan Pajak Hotel Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Banyuwangi”.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang, maka permasalahan yang timbul adalah : 

 Bagaimana Mekanisme Validasi dan Penetapan Pajak Hotel pada Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi ? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata 

1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata 

Adapun tujuan pelaksanaan Praktek Kerja Nyata adalah untuk mengetahui 

dan menjelaskan Mekanisme Validasi dan Penetapan Pajak Hotel pada Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi yang berwenang dalam menetapkan 

pajak daerah. 

 

1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata 

a. Memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada program 

studi Diploma III; 

b. memperoleh pengalaman kerja sebagai penerapan ilmu yang telah 

diperoleh selama menempuh pendidikan di Diploma III Perpajakan 

Universitas Jember; 

c. menambah pengetahuan dan wawasan yang lebih jelas mengenai 

Mekanisme Validasi dan Penetapan Pajak Hotel Pada Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi; 

d. meningkatkan kemampuan pola pikir yang lebih maju dan kreatif 

dalam mengahadapi berbagai macam masalah di bidang perpajakan, 

khususnya pajak daerah; 

e. memperdalam informasi dan pengetahuan dalam bidang perpajakan 

seiring dengan adanya undang-undang perpajakan yang sewaktu-waktu 

dapat berubah. 
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengetahuan Umum Tentang Perpajakan 

2.1.1 Definisi Pajak 

 Pajak memiliki definisi yang berbeda-beda, bila dilihat dari sudut pandang 

kita. Para ahli di bidang perpajakan memberikan batasan ataupun definisi yang 

berbeda-beda, namun pada dasarnya dari berbagai definisi tersebut mempunyai 

unsur dan tujuan yang sama. Pajak menurut para ahli antara lain : 

a. Menurut Andriani (dalam Devano dan Rahayu 2006:22), “pajak adalah 

iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang 

wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak 

mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang 

gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum 

berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”. 

b. Menurut Ray (dalam Devano dan Rahayu 2006:22), “pajak adalah suatu 

pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat 

pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan 

yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan 

proposional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk 

menjalankan pemerintah”. 

c. Menurut Soemitro (dalam Waluyo dan Ilyas 2000:2), “pajak adalah iuran 

rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat 

dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang 

langsung dapat ditunjukkan dan yang dapat digunakan untuk membayar 

pengeluaran umum”. 

Dari beberapa definisi menurut para ahli sebagaimana dijelaskan 

sebelumnya, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh 

orang atau badan berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa tanpa 

mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan negara demi kemakmuran rakyat. 
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Adapun unsur-unsur pajak menurut Mardiasmo (2016:3), anatara lain : 

1. Iuran dari rakyat kepada negara. 

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang 

(bukan barang). 

2. Berdasarkan undang-undang. 

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta 

aturan pelaksanaannya. 

3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung 

dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya 

kontraprestasi individual dalam pemerintah. 

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-

pengeluaran yang bermanfaatbagi masyarakat luas. 

 

2.1.2 Fungsi Pajak 

 Adapun fungsi pajak menurut Devano dan Rahayu (2006:26) : 

1. Fungsi Budgetair 

Fungsi budgetair ini merupakan fungsi utama pajak, atau fungsi fiskal 

(fiscal function), yaitu suatu fungsi dalam mana pajak digunakan sebagai 

alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan 

undang-undang perpajakan yang berlaku. Disebut sebagai fungsi utama, 

karena inilah yang secara historis pertama kali muncul. Pajak digunakan 

sebagai alat untuk menghimpun dana dari masyarakat tanpa ada 

kontraprestasi secara langsung dari zaman sebelum masehi sudah 

dilakukan. Berdasarkan fungsi ini,pemerintah sebagai pihak yang 

membutuhkan dana untuk membiayai berbagai kepentingan dengan cara 

memungut pajak dari penduduknya. 

Memasukkan dana secara optimal bukan berarti memasukkan dana secara 

maksimal atau sebesar-besarnya, tetapi usaha memasukkan dana jangan 

sampai ada yang terlewatkan, baik wajib pajak maupun obyek pajaknya. 

Diharapkan jumlah pajak yang memang seharusnya diterima kas negara 
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benar-benar masuk semua. Dan, tidak ada yang luput dari pengamatan 

fiskus mengenai objek pajak. 

2. Fungsi Regulerend 

Fungsi regulerend disebut juga fungsi mengatur, yaitu pajak merupakan 

alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Merupakan 

fungsi lain dari pajak sebagai fungsi budgetair. Di samping usaha untuk 

memasukkan uang untuk kegunaan kas negara, pajak dimaksudkan pula 

sebagaiusaha pemerintah untuk ikut andil dalam hal mengatur dan 

bilamana perlu mengubah susunan pendapatan dan kekayaan dalam sektor 

swasta. Fungsi regulerend juga disebut fungsi tambahan, karena fungsi 

regulerend ini hanya sebagai tambahan atas fungsi utama pajak, yaitu 

fungsi budgetair. 

 

2.1.3 Wajib Pajak, Subjek Pajak dan Objek Pajak 

 Wajib Pajak, Subjek  Pajak dan Objek Pajak menurut, sebagai berikut : 

a. Wajib Pajak 

Orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran 

pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu. 

b. Subjek Pajak 

Orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak. 

c. Objek Pajak 

Bentuk kegiatan baik yang dilakukan oleh orang pribadi maupun badan 

yang bisa menimbulkan hutang pajak. 

 

2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak 

Menurut Mardiasmo (2016:9) sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 

tiga, yaitu : 

1. Official Assesement System 
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Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada 

pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh 

Wajib Pajak. 

Ciri-cirinya : 

 Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada 

fiskus. 

 Wajib Pajak bersifat pasif. 

 Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh 

fiskus. 

2. Self Assessment System 

Adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada 

Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. 

Ciri-cirinya : 

 Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada 

Wajib Pajak. 

 Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan 

melaporkan sendiri pajak yang terutang. 

 Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 

3. Withholding System 

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada 

pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) 

untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. 

Ciri-cirinya : wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang 

ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak. 

 

2.1.5 Syarat Pemungutan Pajak  

 Menurut Mardismo (2016:4), agar pemungutan pajak tidak menimbulkan 

hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat 

sebagai berikut : 

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan) 
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Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang 

maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-

undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta 

diseuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam 

pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk 

mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan 

banding kepada Pengadilan Pajak. 

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis) 

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini 

memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara 

maupun warganya. 

3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis) 

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan 

produksimaupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan 

perekonomian masyarakat. 

4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansiil) 

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari 

hasil pemungutannya. 

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana 

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong 

masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah 

dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru. 

 

2.1.6 Asas Pemungutan Pajak  

Dalam pemungutan pajak didasarkan pada asas-asas tertentu bagi fiskus 

sehingga dengan asas ini negara memberi hak kepada dirinya sendiri untuk 

memungut pajak dari penduduknya, yang pada hakikatnya memungut dengan 

paksa (berdasarkan undang-undang) sebagian dari harta yang dimiliki 

penduduknya (Devano dan Rahayu, 2006:38). Asas-asas tersebut adalah : 

1. Asas Domisili 
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Pengenaan pajak tergantung pada tempat tinggal (domisili) wajib pajak. 

Wajib pajak tinggal di suatu negara maka negara itulah yang berhak 

mengenakan pajak atas segala hal yang berhubungan dengan objek yang 

dimiliki wajib pajak yang menurut undang-undang dikenakan pajak. 

Wajib pajak dalam negeri maupun luar negeri yang bertempat tinggal di 

Indonesia, maka dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang 

diperolehnya baik penghasilan yang diterima dari dalam negeri maupun 

luar negeri, di Indonesia. 

2. Asas Sumber 

Cara pemungutan pajak yang bergantung pada sumber di mana objek 

pajak diperoleh. Tergantung di negara mana objek pajak tersebut 

diperoleh. Jika di suatu negara terdapat suatu sumber penghasilan, negara 

tersebut berhak memungut pajak tanapa melihat wajib pajak itu bertempat 

tinggal. Baik wajib pajak dalam negeri maupun luar negeri yang 

meperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia, akan dikenakan 

pajak di Indonesia. 

3. Asas Kebangsaan 

Cara yang berdasarkan kebangsaan menghubungkan pengenaan pajak 

dengan kebangsaan dari suatu negara. Asas kebangsaan atau asas nasional 

adalah asas yang menganut cara pemungutan pajak yang dihubungkan 

dengan kebangsaan dari suatu negara. Cara ini menurut R. Santoso 

Brotodihardjo digunakan untuk menetapkan pajak objektif. 

Asas kebangsaan secara negatif muncul dalam bentuk pajak bangsa asing 

di Indonesia, yang mewajibkan umumnya setiap orang yang bukan 

kebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia membayar 

pajak. 

 

2.1.7 Pembagian Pajak Berdasarkan Golongan, Sifat dan Pemungutannya 

Menurut Waluyo dan Ilyas (2000:8-9) pajak menurut golongan, sifat dan 

pemungutannya antara lain : 

1. Menurut golongan 
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a. Pajak Langsung 

Pajak yang pembebananya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, 

tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. 

Sebagai contoh Pajak Penghasilan. 

b. Pajak Tidak Langsung 

Pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain. Sebagai 

contoh Pajak Pertambahan Nilai. 

2. Menurut Sifatnya 

Pembagian pajak menurut sifatnya dimaksudkan pembedaan dan 

pembagiannya berdasarkan ciri-ciri prinsip : 

a. Pajak Subjektif 

Pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang 

selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan 

keadaan diri Wajib Pajak. Contoh Pajak Penghasilan. 

b. Pajak Objektif 

Pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa 

memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh Pajak Pertambahan 

Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. 

3. Menurut Pemungutnya 

a. Pajak Pusat 

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk 

membiayai rumah tangga negara. Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak 

Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak 

Bumi dan Bangunan, dan Bea materai. 

b. Pajak Daerah 

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk 

membiayai rumah tangga daerah. Contoh : pajak reklame, pajak hotel 

dan lain-lain. 
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2.1.8 Cara Pemungutan Pajak 

Dalam hukum pajak dikenal tiga macam yang memungut pajak atas suatu 

penghasilan atau kekayaan, yaitu yang dinamakan sistem nyata, sistem fiktif dan 

sistem campuran. Sistem tersebut harus dengan nyata-nyata disebutkan dalam 

undang-undang masing-masing pajak. Fiskus dan Wajib Pajak harus menaatinya 

dan tidak dibenarkan meilih cara yang menyimpang, (Devano dan Rahayu, 

2006:39-40) 

a. Sistem Fiktif 

Sistem fiktif bekerja dengan suatu anggapan. Diterapkan pada 

Ordonansi Pajak Pendapatn 1920. Peningkatan atau penurunan 

pendapatan selama tahun takwim tidak dijadikan sebagai patokan. 

Memiliki asumsi bahwa pendapatan yang diterima pada tanggal 1 

Januari adalah benar-benar merupakan pendapatan yang diterima. 

Akibatnya banyak Wajib Pajak yang didnilai berdasarkan pendapatan 

fiktif atau dinilai berdasarkan pendapatan yang salah. Walaupun 

kesalahan-kesalahan seperti itu bisa dikoreksi kembali atau dinilai 

kembali pada tahun berikutnya. Penilaian pajak tahunan dihitung 

menurut sistem fiktif. Pendapatan secara total yang diperoleh dari 

berbagai sumber sejak tanggal 1 Januari setiap tahun digunakan 

sebagai jumlah pendapatan yang dikenakan pajak, jumlah ini dapat 

membedakan dari pendapatan yang nyata apabila Wajib Pajak tidak 

mempunyai sumber pendapatan reguler. 

b. Sistem Nyata 

Sistem nyata mendasarkan pengenaan pajak pada penghasilan yang 

sungguh-sungguh diperoleh dalam setiaptahun pajak. Berapa besarnya 

penghasilan sesungguhnya akan diketahui pada akhir tahun. Maka, 

pengenaan pajak dengan cara ini merupakan suatu pungutan kemudian 

baru dikenakan setelah lampau tahun yang bersangkutan. Jumlah 

pendapatan pada akhir tahun menjadi dasar penilaian untuk pengenaan 

pajak. Pendapatan adalah dasar pengenaan pajak dan bukan jumlah 

yang diperkirakan. 
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c. Sistem Campuran 

Umumnya mendasarkan pengenaan pajaknya atas kedua stelsel diatas, 

yaitu nyata dan fiktif. Mula-mula mendasarkan pengenaan pajak atas 

suatu anggapan bahwa penghasilan seseorang dalam tahun pajak 

dianggap sama besarnya dengan penghasilan sesungguhnya dalam 

ahunyang lalu. Kemudian setelah tahun pajak berakhir, maka anggapan 

yang semula dipakai fiskus disesuaikan dengan kenyataannya dengan 

jalan mengadakan pembetulan-pembetulan, sehingga dengan demikian 

beralihnya pemungut pajak dari sistem fiktif ke sistem nyata. Fiskus 

dapat menaikkan atau menurunkan pajak yang semula telah dihitung 

berdasarkan sistem anggapan itu. 

 

2.1.9 Tarif Pajak 

Menurut Mardiasmo (2016:11), ada 4 macam tarif pajak : 

1. Tarif sebanding/proposional 

Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang 

dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proposional 

terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. 

2. Tarif Tetap 

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah 

yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. 

3. Tarif Progresif 

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang 

dikenai pajak semakin besar. 

Tabel 2.1 Tarif Pajak Progresif 

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak 

Sampai dengan Rp. 50.000.000,00 5% 

Di atas Rp. 50.000.000,00 s.d. Rp. 250.000.000,00 15% 

Di atas Rp. 250.000.000,00 s.d. Rp. 500.000.000,00 25% 

Di atas Rp. 500.000.00,00 30% 
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Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dibagi : 

a. Tarif progresif progresif : kenaikan persentase semakin besar 

b. Tarif progresif tetap : kenaikan persentase tetap 

c. Tarif progresif deresif : kenaikan persentase semakin kecil. 

4. Tarif Degresif 

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang 

dikenai pajak semakin besar  

 

2.2 Pajak Daerah 

2.2.1 Dasar Hukum 

 Dasar Hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah adalah : 

a. Undang-Undang No.18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah; 

b. Undang-Undang No.34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang No.18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 

c. Undang-Undang No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah danRetribusi 

Daerah. 

 

2.2.2 Definisi Pajak Daerah 

 Berdasarkan Undang-Undang No.34 Tahun 2000 (dalam Siahaan, 

2005:10) pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau 

badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat 

dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang 

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan 

pembangunan Daerah. Dengan demikian, pajak daerah merupakan pajak yang 

ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (Perda), yang 

wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya 

digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Karena pemerintah 

daerah di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu pemerintah provinsi dan 

pemerintah kabupaten/kota, yang diberi kewenangan untuk melaksanakan 
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otonomi daerah. Pajak daerah di Indonesia dewasa ini juga dibagi menjadi dua, 

yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. 

Beberapa pengertian atau istilah yang terkait dengan Pajak Daerah berdasarkan 

Undang-Undang No.28 Tahun 2009: 

1. Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan 

masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang 

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 

setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam 

sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

2. Badan, adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 

kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan 

usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan 

lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik 

daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, 

koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi 

massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan 

bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk 

usaha tetap. 

3. Subjek Pajak, adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan 

Pajak Daerah. 

4. Wajib Pajak, adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, 

pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai  hak dan 

kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan daerah. 

 

2.2.3 Wewenang Pemungutan Pajak Daerah 

Menurut Kurniawan dan Purwanto (2004:47), dari segi kewenangan 

pemungutan pajak atas objek pajak di daerah, pajak daerah dibagi menjadi dua 

yakni : 

1. Pajak daerah yang dipungut oleh provinsi dan 

2. Pajak daerah yang dipungut oleh kabupaten/kota. 
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Perbedaan kewenangan pemungutan antara pajak yang dipungut oleh 

pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, yakni sebagai berikut : 

1. Pajak provinsi kewenangan pemungutan terdapat pada pemerintah daerah 

provinsi, sedangkan untuk pajak kabupaten/kota kewenangan pemungutan 

terletak pada pemerintah kabupaten/kota. 

2. Objek pajak kabupaten/kota lebih luasdibandingkan dengan objek pajak 

provinsi, dan objek pajak kabupaten/kota masih dapat diperluas 

berdasarkan peraturan pemerintah sepanjang tidak bertentangan dengan 

ketentuan yang ada. Sedangkan pajak provinsi apabila ingi diperluas 

objeknya harus melalui perubahan dalam undang-undang. 

 

2.2.4 Jenis dan Objek Pajak Daerah 

 Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 2 Tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu : 

1. Pajak Provinsi, terdiri atas : 

a. Pajak Kendaraan Bermotor; 

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; 

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; 

d. Pajak Air Permukaan; dan 

e. Pajak Rokok. 

2. Jenis Pajak Kabupaten/kota, terdiri atas : 

a. Pajak Hotel; 

b. Pajak Restoran; 

c. Pajak Hiburan; 

d. Pajak Reklame; 

e. Pajak Penerangan Jalan; 

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; 

g. Pajak Parkir; 

h. Pajak Sarang Burung Walet; 

i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan 

j. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


20 
 

 

2.2.5 Tarif Pajak Daerah 

Tarif untuk setiap jenis pajak daerah menurut Undang-Undang No.28 

Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah paling tinggi sebesar : 

A. Pajak Provinsi : 

1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 10%; 

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 

20%; 

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 10%; 

4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan 10%; 

5. Pajak Rokok 10%. 

B. Pajak Kabupaten/kota: 

1. Pajak Hotel 10%; 

2. Pajak Restoran 10%; 

3. Pajak Hiburan 35%; 

4. Pajak Parkir 30%; 

5. Pajak Reklame 25%; 

6. Pajak Sarang Burung Walet 10%; 

7. Pajak Penerangan Jalan 10%; 

8. Pajak Mineral Non Logam dan Batuan (Galian C) 25%; 

9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 0,3%; 

10. Pajak Air Bawah Tanah 20%; 

11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 5%. 

 

2.2.6 Tata Cara Pemungutan, Pembayaran dan Penagihan Pajak Daerah 

Tata cara pemungutan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten 

Banyuwangi No.2 Tahun 2011 : 

1. Pemungutan pajak tidak dapat diborongkan 

2. Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban pajaknya sendiri (Self 

Assessment), dibayar dengan menggunakn SPTPD, SKPDKB dan/atau 

SKPDKBT 
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a. SPTPD harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta 

ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya. 

b. SPTPD harus disampaikan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 

15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak. 

3. Wajib Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah 

(Official Assessment),memenuhi kewajiban pajaknya dengan 

menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.  

Dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis atau nota perhitungan. 

 Tata cara Pembayaran dan Penagihan berdasarkan Peraturan Daerah 

Kabupaten Banyuwangi No.2 Tahun 2011 : 

1. Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan 

penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja 

setelah saat terutangnya pajak dan paling lama 6 (enam) bulan sejak 

tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak. 

2. SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan 

Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang 

menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertamabah merupakan 

dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 

1 (satu) bulan sejakn tanggal diterbitkan. 

3. Kepala Daerah atas permohonan Wajib Pajak setelah 

memenuhipersyaratan yang ditentukan dapat memberikan 

persetujuankepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda 

pembayaran pajak, dengan dikenakan bungan sebesar 2% (dua persen) 

sebulan. 

4. Pajak yang terutang SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat 

Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding 

yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktuny dapat 

ditagih dengan Surat Paksa. 
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2.3 Pajak Hotel 

2.3.1 Definisi Pajak Hotel 

Menurut Kurniawan dan Purwanto (2006:69-70), hotel adalah bangunan 

yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat , memperoleh 

pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk 

bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, 

kecuali untuk pertokoan dan perkantoran. Sedangkan pajak hotel adalah pajak atas 

pelayanan hotel. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang 

disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa 

penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut 

bayaran,yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, 

pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah 

kamar lebih dari 10 (sepuluh). 

Menurut Siahaan (2006:246), dalam pemungutan pajak hotel terdapat 

beberapa terminologi yang perlu diketahui. Terminologi tersebut dapat dilihat 

sebagai berikut : 

1. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat 

menginap/istirahat , memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya 

dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, 

dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan 

perkantoran. 

2. Rumah penginapan adalah penginapan dalam bentuk dan klasifikasi apa 

pun beserta fasilitasnya yang digunakan untuk menginap dan disewakan 

untuk umum. 

3. Pengusaha hotel adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun 

yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di 

bidang jasa penginapan 

4. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai 

imbalan atas penyerahan barang atau pelayanan sebagai pembayaran 

kepada pemilik hotel. 
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5. Bon penjualan (bill) adalah bukti pembayaran, yang sekaligus sebagai 

bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh wajib pajak pada saat mengajukan 

pembayaran atas jasa pemakaian kamar atau tempat penginapan beserta 

fasilitas penunjang lainnya kepada subjek pajak. 

 

2.3.2 Dasar Hukum Pajak Hotel 

Pemungutan pajak hotel di Indonesia sat ini didasarkan pada dasar hukum 

yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh mayarakat dan pihak yang 

terkait. Dasar hukum pemngutan pajak hotel pada suatu kabupaten atau kota 

adalah sebagaimana dibawah ini : 

a. Undang-Undang No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah. 

b. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No.2 Tahun 2011 Tentang 

Pajak Daerah. 

c. Peraturan Daerah No.14 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerha Kabupaten Banyuwangi No.2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah. 

 

2.3.3 Objek, Subjek dan Wajib Pajak Hotel 

a. Objek Pajak Hotel 

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No.2 Tahun 2011 

Tentang Pajak Daerah, Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh 

Hotel dengan pembayaran termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel 

yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan termasuk fasilitas 

olahraga dan hiburan. Jasa penunjang yang dimaksud adalah fasilitas telepon, 

faksimile, teleks, internet, fotocopy, pelayanan cuci, transportasi, dan fasilitas 

sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola pihak Hotel. Rincian dalam Objek 

Pajak Hotel meliputi : 

1. Hotel; 

2. Motel; 

3. Losmen; 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


24 
 

4. Gubuk Pariwisata; 

5. Wisma Pariwisata; 

6. Pesanggrahan 

7. Rumah Kos dengan kamar lebih dari 10; 

8. Rumah Penginapan (Homestay) 

Menurut Kurniawan dan Purwanto (2013:70), Objek Pajak adalah fasilitas 

yang disediakan hotel dengan pembayaran, termasuk : 

a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek; 

b. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau 

tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan 

kenyamanan; 

c. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu 

hotel, bukan untuk umum; 

d. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan atau pertemuan di hotel. 

Tidak termasuk Objek Pajak Hotel menurut Peraturan Daerah Kabupaten 

Banyuwangi No.2 Tahun 2011 adalah : 

1) Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pmerintah, 

Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah; 

2) Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya; 

3) Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan; 

4) Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti 

asuhan, dan oanti sosial lainnya yang sjenis; dan 

5) Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh 

Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum. 

b. Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan 

pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel. 

c. Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan 

Hotel. 

Pada hotel yang tidak berbintang atau hotel dengan standart ekonomi 

kebawah tidak memiliki tempat bangunan restoran, hotel tersebut bisa melayani 

pemesanan makan melalui kasir yang ada di hotel. Secara garis besar pelayanan 
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makanan dan/atau minuman dikenakan pajak restoran akan tetapai pada Badan 

Pendapatan Daerah Banyuwangi tidak sanggup untuk memungut pajak 

restorannya diekrenakan di Kota Banyuwangi tidak memiliki banyak hotel 

berbintang yang mempunyai fasilitas restoran. 

 

2.3.4  Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Hotel 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No.2 Tahun 2011 

dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya 

dibayar kepada hotel. Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling besar 10% besarnya 

pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana 

dimaksud diatas. Wajib Pajak Hotel wajib mencantumkan tarif pajak hotel sebesar 

10% dalam bukti transaksi yang diberikan kepada subjek pajak hotel, dalam hal 

wajib pajak tidak mencantumkan tarif pajak hotel dalam bukti transaksi yang 

diberikan kepada subjek pajak hotel, maka jumlah pembayaran telah termasuk 

pajak hotel. Besarnya pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara 

mengalikan dengan tarif yang telah ditentukan adalah 10%. 

Secara umum penghitungan pajak hotel adalah sesuai rumus berikut : 

DPP(Dasar Pengenaan Pajak) X Tarif 10% 

 

 

Wajib Pajak Hotel wajib mencantumkan tarif Pajak Hotel dalam bukti transaksi 

yang diberikan kepada subjek pajak hotel. Dalam hal wajib pajak hotel tidak 

mencantumkan tarif pajak hotel dalam bukti transaksi yang diberikan kepada 

subjek pajak hotel, maka jumlah pembayaran telah termasuk pajak hotel. 
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BAB 3. METODE PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA 

3.1  Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

3.1.1 Lokasi Praktek Kerja Nyata 

 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan di Badan Pendapatan 

Daerah Jl. Jaksa Agung Suprapto Nomor 140, Banyuwangi pada Bidang Validasi 

dan Penetapan. 

 

3.1.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

 Jadwal pelaksanaan Praktek Kerja Nyata sesuai dengan surat tugas nomor 

413/UN25.1.2/SP/2017 yaitu dimulai dari tanggal 20 Februari sampai dengan 20 

Maret 2017 di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi. 

 Adapun kegiatan Praktek Kerja Nyata ini dilakukan sesuai dengan jam 

kerja di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi yaitu : 

Tabel 3.1 Hari dan Jam Kerja kegiatan Praktek Kerja Nyata di Badan 

 Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi 

 

Hari Kerja Jam Kerja Istirahat 

Senin s/d Kamis 07.00-15.30 12.00-13.00 

Jumat 07.00-14.30 11.00-13.00 

Sabtu dan Minggu Libur Libur 

 

 

3.2  Ruang Lingkup Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan 

 Pada pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Nyata penulis ditempatkan di 

Bidang Validasi dan Penetapan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Banyuwangi, sehingga dibuat Laporan Tugas Akhir oleh penulis dengan judul 

“Mekanisme Validasi dan Penetapan Pajak Hotel Pada Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Banyuwangi”. Bidang validasi bertugas memvalidasikan Surat 

Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) sesuai dengan data yang sudah diisi oleh 
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Wajib Pajak. Memvalidasikan data adalah hal yang harus dilakukan karena 

validasi menjadi dasar untuk menetapkan pajak yang terutang. Di bidang 

penetapan penulis diberi tugas mencetak Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) 

yang sebelumnya akan diinput terlebih dahulu oleh petugas penetapan di sistem 

untuk mengetahui nomor kohir atau nomor SKPD tersebut. 

 

3.2.2 Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktek Kerja Nyata 

 Selama pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN), penulis melaksanakan 

beberapa kegiatan yang ada di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi 

yang dapat dilihat dalam Tabel 3.2 berikut ini : 

Tabel 3.2 Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktek Kerja Nyata 

Waktu Pelaksanaan 

(a) 

Kegiatan 

(b) 

Penanggung Jawab 

(c) 

Senin, 20 Februari 

2017 

1. Diterima di Badan 

Pendapatan Daerah 

Banyuwangi oleh 

Kasubag Umum dan 

Kepegawaian 

2. Penempatan di bidang 

Validasi dan 

Penetapan 

3. Sharing tentang 

pengertian Validasi 

dan Penetapan 

1. Lilik 

Murtosiyah. 

S.AP selaku 

Kasubag Adm. 

Umum dan 

Kepegawaian  

2. Armi Astuti, 

SH selaku 

Kassubid 

Penetapan 

Selasa, 21 Februari 

2017 

1. Merekap SKPD untuk 

Pajak Air Bawah 

Tanah dan Pajak 

Mineral Bukan 

Logam dan Batuan 

(GalianC) 

1. Santy Desiana 

Putri selaku 

Bendahara 

bidang validasi 

dan penetapan 
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(a) (b) (c) 

 2. Mencetak Surat 

Ketetapan Pajak 

Daerah untuk Pajak 

Restoran 

 

Rabu, 22 Februari 2017 1. Apel Pagi 

2. Menyetempel SKPD 

Pajak Restoran dan 

Pajak Parkir 

1. Santy Desiana 

Putri  

Kamis, 23 Februari 

2017 

1. Apel pagi 

2. Mempelajari tentang 

Peraturan Daerah dan 

Undang-Undang 

Republik Indonesia 

tentang Pajak Daerah 

3. Mencetak SKPD 

Pajak Restoran dan 

Pajak Parkir 

1. Armi Astuti, 

SH  

2. Santy Desiana 

Putri  

Jumat, 24 Februari 

2017 

1. Merekap SKPD atas 

Pajak Mineral Bukan 

Logam dan Batuan 

(Galian C) 

2. Menghitung dan 

merekap Pajak Air 

Bawah Tanah 

1. Santy Desiana 

Putri  

Senin, 27 Februari 

2017 

1. Apel Pagi 

2. Sharing terkait target 

dan realisasi 

penerimaan Pajak 

Hotel 

1. Armi Astuti, 

SH  
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(a) (b) (c) 

 3. Memilah SPTD 

dengan SKPD atas 

Pajak Restoran dan 

Pajak Hotel 

2. Santy Desiana 

Putri 

Selasa, 28 Februari 

2017 

1. Apel Pagi 

2. Mencetak SKPD atas 

Pajak Parkir 

3. Sharing terkait 

penetapan SKPDKB 

dan SKPDLB 

1. Santy Desiana 

Putri 

2. Wenny 

Adistyaningrum 

SE 

 

Rabu, 1 Maret 2017 1. Apel Pagi 

2. Mepelajari tentang 

Pajak Hotel secara 

khusus 

1. Armi Astuti, 

SH 

Kamis, 2 Maret 2017 1. Apel Pagi 

2. Menghitung setoran 

dan merekap Pajak 

Air Bawah Tanah 

1. Santy Desiana 

Putri 

 

Jumat, 3 Maret 2017 1. Menyusun Surat 

Undangan kepada 

Wajib Pajak atas 

Kurang Bayar Pajak 

Mineral Bukan 

Logam dan Batuan 

(Galian C) hasil 

temuan BPK tahun 

2016 

2. Mencetak SKPD 

Pajak Parkir 

1. Wenny 

Adistyaningrum 

SE 

2. Santy Desiana 

Putri 
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(a) (b) (c) 

Senin, 6 Maret 2017 1. Apel Pagi 

2. Mencetak dan 

menyetempel SKPD 

Pajak Parkir dan Pajak 

Air Bawah Tanah 

3. Menyusun Surat 

Undangan kepada 

Wajib Pajak atas 

Kurang Bayar Pajak 

Mineral Bukan 

Logam dan Batuan 

(Galian C) hasil 

temuan BPK tahun 

2016 

 

1. Santy Desiana 

Putri 

2. Wenny 

Adistyaningrum 

SE 

 

Selasa, 7 Maret 2017 1. Apel Pagi 

2. Menginput Pajak 

Parkir di sitem 

3. Merekap SKPD Pajak 

Air Bawah Tanah 

1. Santy Desiana 

Putri 

Rabu, 8 Maret 2017 1. Apel Pagi 

2. Menyusun Surat 

Undangan kepada WP 

atas Kurang Bayar 

Pajak Mineral Bukan 

Logam dan Batuan 

(Galian C) hasil 

temuan BPK tahun 

2016 

1. Wenny 

Adistyaningrum 

SE 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


31 
 

(a) (b) (c) 

Kamis, 9 Maret 2017 1. Apel Pagi 

2. Sharing terkait e-

NPWPD 

1. Teddy 

Radiansyah, 

S.STP 

Jumat, 10 Maret 2017 1. Memilah SPTPD 

dengan SKPD Pajak 

Parkir 

2. Mencetak SKPD 

Pajak Air Bawah 

Tanah 

1. Santy Desiana 

Putri 

Senin, 13 Maret 2017 1. Apel Pagi 

2. Merekap SKPD Pajak 

Air Bawah Tanah 

1. Santy Desiana 

Putri 

Selasa, 14 Maret 2017 1. Apel Pagi 

2. Mencetak dan 

menyetempel SKPD 

Pajak Parkir 

1. Santy Desiana 

Putri 

Rabu, 15 Maret 2017 1. Apel Pagi 

2. Sharing terkait 

perubahan nama 

bidang validasi dan 

penetapan 

1. Teddy 

Radiansyah, 

S.STP 

Kamis, 16 Maret 2017 1. Apel Pagi 

2. Menginput SKPD 

Pajak Air Bawah 

Tanah dan Pajak 

Parkir 

1. Santy Desiana 

Putri 

Jumat, 17 Maret 2017 1. Menginput SKPD 

Pajak Air Bawah 

Tanah 

1. Santy Desiana 

Putri  
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(a) (b) (c) 

 2. Menyusun Surat 

Undangan kepada WP 

atas Kurang Bayar 

Pajak Mineral Bukan 

Logam dan Batuan 

(Galian C) hasil 

temuan BPK tahun 

2016 

3. Sharing terkait Pajak 

Daerah yang ada di 

Badan Pendapatan 

Daerah Kabupaten 

Banyuwangi 

2. Wenny 

Adistyaningrum 

SE 

3. Bambang 

Hartono, SE 

Senin, 20 Maret 2017 1. Apel Pagi 

2. Menyusun Surat 

Undangan kepada WP 

atas Kurang Bayar 

Pajak Mineral Bukan 

Logam dan Batuan 

(Galian C) hasil 

temuan BPK tahun 

2016 

3. Berpamitan dan 

berterima kasih 

kepada semua 

pegawai Badan 

Pendapatan Daerah 

Kabupaten 

Banyuwangi 

1. Wenny 

Adistyaningrum 

SE 
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3.3 Jenis dan Sumber Data 

3.3.1 Jenis Data 

Jenis data yang digunakan pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata adalah 

data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berupa angka sebagai alat 

menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. Data kuantitatif pada 

pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini berupa SPTPD golongan 3 pajak hotel, 

SKPD pajak hotel, rekapitulasi penjualan atau pendapatan kamar hotel dan 

rekapitulasi jumlah hotel yang ada di Kabupaten Banyuwangi yang digunakan 

sebagai dasar dalam menentukan target pajak hotel. 

 

3.3.2 Sumber Data 

Data yang digunakan dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini adalah 

sebagai berikut : 

a. Data Primer 

Data yang diperoleh langsung dari Wajib Pajak dan fiskus. Data Primer 

diperoleh dari data-data terkait penetapan pajak hotel seperti SPTPD 

golongan 3 pajak hotel, SKPD pajak hotel, rekapitulasi penjualan atau 

pendapatan kamar hotel, rekapitulasi jumlah hotel yang ada di Kabupaten 

Banyuwangi. 

b. Data Sekunder 

Data yang diperoleh dari pihak lain berupa data olahan yang mendukung 

data primer. Sumber data sekunder seperti artikel dan internet. 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam pelaksanaan Praktek 

Kerja Nyata ini adalah : 

a. Studi Pustaka 

Studi Pustaka yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan buku, 

internet, observasi sebelumnya dan referensi yang berhubungan dengan 

Laporan Tugas Akhir ini. 
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b. Observasi 

Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis 

dan sengaja, dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan terhadap gejala 

yang terjadi. Pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini penulis 

mengobservasi data-data penetapan pajak hotel yang dilakukan selama 

bulan Desember 2016. 

c. Wawancara 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui 

tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun 

penelitian terhadap narasumber atau sumber data. Pada pelaksanaan 

Praktek Kerja Nyata ini penulis melakukan wawancara dengan Ibu Army 

Astuti, SH selaku Kassubid Penetapan, Ibu Wenny Adistyaningrum, SE 

selaku Anggota Bidang Validasi dan Penetapan, Bapak Teddy Radiansyah, 

S.STP selaku Kabid Validasi dan Penetapan dan Bapak Bambang Hartono, 

SE selaku Kassubid Verifikasi dan Validasi Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Banyuwangi. 
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BAB 5. PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil kegiatan Praktik Kerja Nyata (PKN) yang dilaksanakan 

pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi, maka dapat ditarik 

kesimpulan dalam Mekanisme Validasi dan Penetapan Pajak Hotel pada Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi yaitu : 

a. Wajib Pajak Hotel pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi 

yaitu pengusaha bangunan Hotel. 

b. Validasi Pajak Hotel dilaksanakan setelah pengisian SPTPD oleh Wajib Pajak 

Hotel atas laporan pendapatan atau omset yang diperoleh dalam satu bulan 

penuh. 

c. Penetapan Pajak Hotel dilaksanakan setelah pajak terutang dihitung oleh 

bagian penetapan yang dicetak melalui SKPD. 

d. Penyetoran Pajak Hotel yang terutang disetorkan oleh Wajib Pajak ke Bank 

Persepsi yaitu Bank Jatim dengan membawa SKPD sebagai bukti setor. 

e. Petugas penetapan menerima SKPD bertanda lunas dari Wajib Pajak 

kemudian petugas menghapus hutang pajak. 

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan kegiatan Praktik Kerja Nyata yang dilakukan oleh penulis di 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi, maka saran yang bisa 

disampaikan adalah: 

a. Adanya jangka waktu yang diberikan kepada Wajib Pajak Hotel mulai dari 

pengisian SPTPD sampai pada saat melakukan pembayaran. Sehingga 

meminimalisir Wajib Pajak yang terlambat bayar. 

b. Petugas dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi harus 

berusaha lebih keras untuk menghadapi Wajib Pajak yang tidak mentaati 

peraturan yang ada. Petugas harus lebih pintar dan memiliki banyak strategi 

dalam meningkatkan PAD Kabupaten Banyuwangi agar pengusaha Hotel 

berkenan membayar pajak yang sesuai dengan pendapatan atau omset Hotel. 
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Serta adanya sanksi yang tegas terhadap wajib pajak hotel agar para wajib 

pajak jera. 

c. Kepala bidang validasi dan penetapan Badan Pendapatan Daerah menerbitkan 

SKPDKB atau SKPDLB, karena surat-surat tersebut penting untuk 

mengetahui kurang atau lebih bayar atas pajak daerah dan hal tersebut juga 

sudah di sebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.28 tahun 

2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta pada Peraturan Daerah 

Kabupaten Banyuwangi No.2 tahun 2011 Pajak Daerah. 

d. Petugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi khususnya pada 

Bidang Validasi dan Penetapan lebih giat dalam melakukan sosialisasi kepada 

para Wajib Pajak atau pengusaha hotel, sehingga dapat meminimalisir wajib 

pajak yang tidak bayar dan/atau jatuh tempo dalam melakukan penyetoran 

pada kas daerah. 
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Lampiran 1. Surat Permohonan Tempat Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran 2. Surat Balasan Permohonan Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran 3. Surat Tugas Melaksanakan Praktek Kerja Nyata 

 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


51 

 
 

Lampiran 4. Surat Tugas Dosen Supervisi 
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Lampiran 5. Surat Tugas Pembimbing 
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Lampiran 6. Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran 7. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran 8. Daftar Kegiatan Konsultasi Bimbingan Laporan Praktek Kerja 

Nyata 
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Lampiran 9. Peraturan Daerah No.2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah 

Kabupaten Banyuwangi 
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Lampiran 10. Undang-Undang Republik Indonesia No.28 Tahun 2009 

Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
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